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BAB II 

LANDASAN TEORI 

1.1 Uraian Teori 

- Teori Kepastian Hukum  

 Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. 

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakukan dan 

adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai 

wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat 

menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa 

dijawab secara normatif, bukan sosiologi.1 

 Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah 

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan 

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma 

adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi 

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku 

dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun 

dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi 

masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. 

Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian 

hukum.2 

 Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan 

diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam 

artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam 
                                                           
 

1
 Dominikus Rato, Filsafat  Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, 

Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59 
 2 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum,  Kencana, Jakarta, 2008, hlm.158. 
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artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk 

kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang 

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan 

secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau 

adil bukan sekedar hukum yang buruk.3  

 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu 

pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui 

perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa 

keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan 

adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang 

boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.4 

 Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang 

didasarkan pada aliran pemikiran positivistis di dunia hukum, yang cenderung 

melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut 

pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, 

tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. 

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya 

membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan 

                                                           
 3 Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 
Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009, Hlm. 385. 
 4 Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya 
Bakti,Bandung, 1999, hlm.23. 
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hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan 

atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.5  

 Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi 

keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh 

berfungsi sebagi peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan 

kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau 

berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian 

hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum 

positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang 

ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan. 6 

 Jika dikaitkan teori kepastian hukum dalam suatu perjanjian sesuai pasal 

1313 KUHPerdata serta hak dan kewajiban dalam perjanjian sewa menyewa, 

menekankan pada penafsiran dan sanksi yang jelas agar suatu perjanjian/ kontrak 

dapat memberikan kedudukan yang sama antarsubjek hukum yang terlibat (para 

pihak yang melakukan perjanjian sewa menyewa). Kepastian memberikan 

kejelasan dalam melakukan perbuatan hukum saat pelaksanaan suatu 

perjanjian/kontrak sewa menyewa, dalam bentuk prestasi bahkan saat perjanjian 

tersebut wanprestasi atau salah satu pihak ada yang dirugikan maka sanksi dalam 

suatu perjanjian/kontrak tersebut harus dijalankan sesuai kesepakatan para pihak 

baik pihak penyewa maupun pihak yang menyewakan. 

 

 

 
                                                           
 

5
 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Penerbit 

Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83 
 

6
  Ibid, hlm 95 
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2.1.1 Pengertian Perjanjian 

Para Sarjana Hukum di Indonesia memakai istilah yang berbeda-beda 

untuk perjanjian. Menurut Munir Fuady, istilah perjanjian merupakan 

kesepadanan dari istilah overeenkomst dalam bahasa Belanda atau agreement 

dalam bahasa Inggris.7 Achmad Ichsan memakai istilah verbintenis untuk 

perjanjian, sedangkan Utrecht dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia 

memakai istilah overeenkomst untuk perjanjian.8  

Pengertian perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata, yang selanjutnya disebut KUH Perdata menyebutkan: “Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan 

dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”  

Ada beberapa kelemahan dari pengertian perjanjian yang diatur dalam 

ketentuan di atas, seperti yang dinyatakan oleh Mariam Darus Badrulzaman (dkk) 

dalam bukunya Kompilasi Hukum Perikatan bahwa:  

Definisi perjanjian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1313 KUH 

Perdata adalah tidak lengkap dan terlalu luas, tidak lengkap karena yang 

dirumuskan itu hanya mengenai perjanjian sepihak saja. Definisi itu dikatakan 

terlalu luas karena dapat mencakup perbuatan-perbuatan di dalam lapangan 

hukum keluarga, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi 

sifatnya berbeda dengan perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III, 

                                                           
 

7
 Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2001, hlm. 26 
 

8
 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Kencana, Jakarta, 

2008, hal. 197 
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perjanjian yang diatur dalam KUH Perdata Buku III kriterianya dapat dinilai 

secara materiil, dengan kata lain dinilai dengan uang.9  

Abdul Kadir Muhammad Menyatakan kelemahan pasal tersebut adalah 

sebagai berikut:10  

1. Hanya menyangkut sepihak saja. 

Hal tersebut dapat diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih”. Kata “mengikatkan diri“ 

sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak 

seharusnya dirumuskan saling mengikatkan diri, jadi ada consensus antara 

pihak-pihak. 

2. Kata “perbuatan” mencakup juga tanpa consensus 

Pengertian perbuatan termasuk juga tindakan melaksanakan tugas tanpa 

kuasa, tindakan melawan hukum yang tidak mengandung consensus, 

seharusnya digunakan kata persetujuan. 

3. Pengertian perjanjian terlalu luas. 

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut terlalu luas karena mencakup 

juga pelangsungan perkawinan, yaitu janji kawin yang yang diatur dalam 

lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksudkan adalah hubungan 

antara kreditur dengan debitor dalam lapangan harta kekayaan saja. 

Perjanjian yang dikehendaki oleh buku III KUH Perdata sebenarnya adalah 

perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan perjanjian yang bersifat personal.  

4. Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian. 

                                                           
 

9
 Mariam Darus Badrulzaman, dkk, (1), Kompilasi Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, 

Jakarta, 2001, hlm. 65 
 

10
 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perikatan, Citra Aditya Bakti, Bandung , 1990, 

hal.78 
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Tanpa menyebut tujuan mangadakan perjanjian sehingga pihak-pihak yang 

mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa. 

Berdasarkan alasan yang dikemukan di atas, maka perlu dirumuskan 

kembali apa yang dimaksud dengan perjanjian itu. Menurut Kamus Hukum, 

perjanjian adalah persetujuan, permufakatan antara dua orang/pihak untuk 

melaksanakan sesuatu. Kalau diadakan tertulis juga dinamakan kontrak.11  

Menurut doktrin (teori lama), yang disebut perjanjian adalah hukum 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi di atas, 

telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum 

(tumbuh/lenyapnya hak dan kewajiban). 

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan 

dengan perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Teori baru tersebut 

tidak hanya melihat perjanjian semata-mata, tetapi juga harus dilihat perbuatan-

perbuatan sebelumnya atau yang mendahuluinya.12  

Beberapa Sarjana Hukum juga memberikan defenisi mengenai perjanjian 

antara lain sebagai berikut: Menurut Sri Soedewi Masychon Sofyan, perjanjian 

adalah suatu perbuatan hukum dimana seorang atau lebih mengkatkan dirinya 

terhadap seorang lain atau lebih.13 

Menurut M. Yahya Harahap, perjanjian maksudnya adalah hubungan 

hukum yang menyangkut hukum kekayaan antara 2 (dua) orang atau lebih, yang 

                                                           
 

11
 Subekti (1), Kamus Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta, 2005, hlm. 89 

 
12

 Salim (1), Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 
161 
 13 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan (1), Hukum Perjanjian, Universitas Gadjah Mada, 
Yogyakarta, 1982, hlm. 8 
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memberi hak pada satu pihak dan kewajiban pada pihak lain tentang suatu 

prestasi.14  

Suatu persetujuan dengan dua orang atau lebih saling mengikatkan diri 

untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan. Dalam definisi 

tersebut, secara jelas terdapat konsensus antara para pihak, yaitu persetujuan 

antara pihak satu dengan pihak lainnya. Selain itu juga, perjanjian yang 

dilaksanakan terletak pada lapangan harta kekayaan.  

Defenisi perjanjian menurut Subekti adalah suatu perhubungan hukum 

antara dua orang atau dua pihak berdasarkan mana pihak yang satu berhak 

menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban 

untuk memenuhi tuntuan itu.15 Perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata (KUHPerdata) diatur dalam Pasal 1313 yaitu : suatu perjanjian adalah 

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 

satu orang lain atau lebih.  

Menurut Syahmin AK, dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu 

rangkaian perikataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang 

diucapkan atau ditulis.16 

Dari defenisi perjanjian yang diterangkan di atas terlihat bahwa suatu 

perjanjian merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau 

kesanggupan baik secara lisan maupun secara tertulis. Dari hubungan ini timbul 

suatu perikatan (pengertian abstrak) antara dua pihak yang membuatnya. Pada 

umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat 

                                                           
 14 M. Yahya Harahap, Segi-Segi Hukum perjanjian, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 6 

15
 Subekti, Hukum Perjanjian, Op.Cit. hal 1 

 16 Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006 , hlm.. 
140 
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secara lisan maupun secara tertulis, ketentuan ini dapat dibuat lisan atau tertulis 

lebih kepada bersifat sebagai alat bukti semata apabila dikemudian hari terjadi 

perselisihan antara pihak-pihak yang membuat perjanjian. Akan tetapi ada 

beberapa perjanjian yang ditentukan bentuknya oleh peraturan perundang-

undangan, dan apabila bentuk ini tidak dipenuhi maka perjanjian tersebut menjadi 

batal atau tidak sah, seperti perjanjian jaminan fidusia dan merupakan Akta 

Jaminan Fidusia yang harus dibuat dengan akta Notaris. 

Dari beberapa pengertian di atas, tergambar adanya beberapa unsur 

perjanjian, antara lain:17 

1. Adanya pihak-pihak yang sekurang-kurangnya dua orang. 

Pihak-pihak yang dimaksudkan di sini adalah subyek perjanjian yang dapat 

berupa badan hukum dan manusia yang cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum menurut undang-undang. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua 

pihak, dimana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitor) dan 

pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditor). 

Masing-masing pihak tersebut dapat terdiri dari satu orang atau lebih orang, 

bahkan dengan berkembangnya ilmu hukum, pihak tersebut juga dapat 

terdiri dari satu atau lebih badan hukum. 

2. Adanya persetujuan atau kata sepakat.  

Persetujuan atau kata sepakat yang dimaksudkan adalah konsensus antara 

para pihak terhadap syarat-syarat dan obyek yang diperjanjikan. 

3. Adanya tujuan yang ingin dicapai.  

                                                           
 17 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Seri Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir 
dari Perjanjian), Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 92 
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Tujuan yang ingin dicapai dimaksudkan di sini sebagai kepentingan para 

pihak yang akan diwujudkan melalui perjanjian. Dengan membuat 

perjanjian, pihak yang mengadakan perjanjian, secara “sukarela” 

mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk 

tidak berbuat sesuatu guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap 

siapa ia telah berjanji atau mengikatkan diri, dengan jaminan atau 

tanggungan berupa harta kekayaan yang dimiliki dan akan dimiliki oleh 

pihak yang membuat perjanjian atau yang telah mengikatkan diri tersebut. 

Dengan sifat sukarela, perjanjian harus lahir dari kehendak dan harus 

dilaksanakan sesuai dengan maksud dari pihak yang membuat perjanjian. 

1. Adanya prestasi atau kewajiban yang akan dilaksanakan. 

Prestasi yang dimaksud adalah sebagai kewajiban bagi pihak-pihak untuk 

melaksanakannya sesuai dengan apa yang disepakati. Perjanjian 

mengakibatkan seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain, ini 

berarti dari suatu perjanjian lahirlah kewajiban atau prestasi dari satu orang 

atau lebih orang (pihak) kepada satu atau lebih orang (pihak) lainnya yang 

berhak atas prestasi tersebut.  

2. Adanya bentuk tertentu 

Bentuk tertentu yang dimaksudkan adalah perjanjian yang dibuat oleh para 

pihak harus jelas bentuknya agar dapat menjadi alat pembuktian yang sah 

bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Untuk beberapa perjanjian 

tertentu, undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu, yaitu bentuk 

tertulis sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak 
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sah. Dengan demikian, bentuk tertulis tidaklah hanya semata-mata hanya 

merupakan pembuktian saja, tetapi juga syarat untuk adanya perjanjian itu.  

3. Adanya syarat-syarat tertentu 

Syarat-syarat tertentu yang dimaksud adalah substansi perjanjian 

sebagaimana yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian. 

 

2.1.2 Syarat Sahnya Suatu Perjanjian  

Aturan mengenai syarat sahnya suatu atau sebuah perjanjian terdapat 

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :  

untuk sahnya suatu perikatan diperlukan empat syarat :18 

a.“Sepakat” mereka yang mengikatkan diri  

Syarat ini merupakan syarat mutlak adanya sebuah perjanjian,dimana 

kedua pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju 

mengenai hal-hal yang menjadi pokok dari perjanjian yang dilakukan/diadakan 

itu, dan apabila mereka tidak sepakat maka tidak ada perjanjian. 

Kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa mereka (orang-orang) yang 

melakukan perjanjian, sebagai subyek hukum tersebut mempunyai kesepakatan 

(kebebasan) yang bebas dalam membuat isi perjanjian serta tidak boleh adanya 

unsur paksaan. 

 Apabila subyek hukum tersebut tidak bebas dalam membuat suatu 

perjanjian yang disebabkan adanya unsur paksaan (dwang), unsur kekeliruan 

(dwaling), atau unsur penipuan, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, maka perjanjian tersebut dapat dituntut untuk 

                                                           
18 R. Subekti, R. Tjitrosudibio, Op.cit hal. 339. 
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dibatalkan. Pengertian paksaan yang terjadi, dapat berupa paksaan badan, ataupun 

paksaan jiwa, kecuali paksaan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan yang berlaku, seperti paksaan yang terjadi sebagai akibat terjadinya 

kelalaian atau wanprestasi dan satu pihak kemudian melakukan penggugatan ke 

muka pengadilan dan sebagai akibatnya pengadilan memaksa untuk memenuhi 

prestasi.  

Ketentuan yang mengatur tentang perjanjian menjadi batal jika terdapat 

paksaan terdapat dalam Pasal 1323 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  yang 

berbunyi : “paksaan yang dilakukan terhadap orang yang membuat suatu 

perjanjian, merupakan alasan untuk batalnya perjanjian, juga apabila paksaan itu 

dilakukan oleh seorang pihak ketiga, untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut 

telah tidak dibuat”, serta ketentuan dalam Pasal 1325 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang berbunyi :  

“paksaan mengakibatkan batalnya suatu perjanjian tidak saja apabila 
dilakukan terhadap salah satu pihak yang membuat perjanjian, tetapi juga apabila 
paksaan itu dilakukan terhadap suami atau istri atau sanak keluarga dalam garis 
keatas maupun kebawah. Mengenai kekeliruan dapat terjadi terhadap orang 
maupun benda, sedangkan yang dimaksud dengan penipuan ialah apabila salah 
satu pihak dengan sengaja memberikan hal atau sesuatu yang tidak benar, atau 
dengan akal cerdik sehingga orang lain menjadi tertipu”. 

 
Apabila penipuan dilakukan maka perjanjian yang dibuat dapat batal. 

Sesuai dengan Pasal 1328 Kitab Undang-undang Hukum Perdata  yang berbunyi : 

penipuan merupakan suatu alasan untuk membatalkan perjanjian, apabila tipu 

muslihat, yang dipakai oleh salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga 

terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika 

tidak dilakukan tipu muslihat 

tersebut.  
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b. “Kecakapan” untuk membuat suatu perikatan 

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan mengandung makna bahwa 

pihak-pihak yang membuat perjanjian/perikatan tersebut merupakan orang yang 

sudah memenuhi syarat sebagai pihak yang dianggap cakap oleh/menurut hukum, 

sehingga perbuatannya bisa dipertanggungjawabkan sesuai hukum pula. 

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya diterangkan tentang 

mereka/pihak-pihak yang oleh hukum dianggap tidak cakap untuk melakukan 

perbuatan hukum. Sehingga pihak diluar yang tidak cakap tersebut dianggap 

cakap untuk melakukan perbutan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 

1329 Kitab Undangundang Hukum Perdata yang berbunyi : setiap orang adalah 

cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak 

dinyatakan tidak cakap. Pihak yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan 

hukum diatur dalam Pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang 

berbunyi “tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah” : 

1. Orang-orang yang belum dewasa di dalam pasal 1330 Kitab Undang-

Undang Hukum Perdata ini menetukan bahwa mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 

2.  Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan menurut Pasal 1331 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata adalah setiap orang dewasa yang selalu 

berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau mata gelap, walaupun ia 

kadang-kadang cakap mempergunakan pikirannya. Selain itu orang-orang 

dewasa yang mempunyai sifat pemboros dapat juga ditaruh dibawah 

pengampuan. 
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3. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang diterapkan oleh undang-

undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang 

telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.  

Menurut Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata perempuan 

yang telah bersuami dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian, 

kecuali jika ia didampingi atau diberi izin tertulis dari suaminya. Sedangkan pada 

Pasal 109 Kitab Undang-undang HukumPerdata  menentukan pengecualian dari 

Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu bahwa istri dianggap telah 

memperoleh izin atau bantuan dari suami dalam hal membuat perjanjian untuk 

keperluan rumah tangga sehari-hari atau sebagai pengusaha membuat perjanjian 

kerja, asalkan untuk keperluan rumah tangga. Namun demikian semua ketentuan 

tersebut di atas sudah tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1969, serta dengan diundangkannya Undang-

Undang Perkawinan No. l Tahun 1974, dimana dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) 

diterangkan kedudukan suami dan istri adalah sama/seimbang dan masing-masing 

pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

c. Suatu “hal tertentu” 

Maksud dari kata suatu hal tertentu pada persyaratan sahnya suatu 

perjanjian adalah obyek dari pada perjanjian. Dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata ditentukan bahwa objek perjanjian tersebut haruslah merupakan 

barang-barang yang dapat ditentukan nilainya atau dapat diperdagangkan. Hal ini 

sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1333 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang berbunyi : "Suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang 

paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah itu 
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barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau 

dihitung. 

d. Suatu “sebab yang halal” 

Pengertian dari suatu sebab yang halal yaitu bahwa isi dariperjanjian tidak 

boleh bertentangan dengan undang-undang, norma-norma, kesusilaan, dan 

ketertiban umum. Misalnya: seseorang mengadakan transaksi jual-beli senjata api 

tanpa dilindungi oleh surat-surat yang sah dalam hal pemilikan senjata api, maka 

perjanjian yang dilakukan adalah batal, karena tidak memenuhi syarat mengenai 

suatu sebab yang halal yaitu prestasi yang dilakukan telah melanggar undang-

undang tentang pemilikan senjata api.  

Menurut Pasal 1335 Kitab Undang-undang Hukum Perdata : "Suatu 

perjanjian tanpa sebab (causal), atau telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu 

atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan." Sedangkan Pasal 1336 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa jika tidak dinyatakan sesuatu sebab, 

tetapi ada sesuatu sebab yang halal ataupun ada sesuatu sebab lain dari pada yang 

dinyatakan perjanjiannya namun demikian adalah sah. 

 

2.1.3  Macam - Macam Perjanjian 

Macam perjanjian obligator dimana terdapat jenis-jenisnya sebagai berikut:  

1. Perjanjian dengan Cuma-Cuma dan perjanjian dengan beban Perjanjian 

dengan Cuma-Cuma ialah suatu perjanjian dimana pihak yang satu 

memberikan suatu keuntungan kepada yang lain tanpa menerima suatu 

manfaat bagi dirinya sendiri. (Pasal 1314 ayat (2) KUHPerdata).19 

                                                           
 

19
 KUHPerdata Pasal 1314 ayat (2) 
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2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik Perjanjian sepihak adalah 

suatu perjanjian dimana hanya terdapat kewajiban pada salah satu pihak 

saja. Contoh : perjanjian pinjam pakai.  

Perjanjian timbal balik ialah suatu perjanjian yang memberi kewajiban 

dan hak kepada kedua belah pihak. 

3. Perjanjian konsensuil, formal dan, riil Perjanjian konsensuil ialah 

perjanjian dianggap sah apabila ada kata sepakat antara kedua belah pihak 

yang mengadakan perjanjian tersebut. Perjanjian formil ialah perjanjian 

yang harus dilakukan dengan suatu bentuk teryentu, yaitu dengan cara 

tertulis. 

Contoh : perjanjian perdamaian, perjanjian damai. 

Perjanjian riil ialah suatu perjanjian dimana selain diperlukan adanya kata 

sepakat, harus diserahkan. 

Contoh: penitipan Pasal 1694, pinjam pakai Pasal 1740, pinjam 

mengganti Pasal 1754 KUHPerdata. 

4. Perjanjian bernama, tidak bernama dan, campuran 

Perjanjian bernama adalah suatu perjanjian dimana Undang Undang telah 

mengaturnya dengan kententuan-ketentuan khusus yaitu dalam Bab V 

sampai bab XIII KUHPerdata ditambah titel VIIA, dalam KUHD 

misalnya perjanjian asuransi dan pengangkutan. Perjanjian tidak bernama 

ialah perjanjian yang tidak diatur secara khusus. Perjanjian campuran 

ialah perjanjian yang mengandung berbagai perjanjian yang sulit 

dikualifikasikan. 
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2.1.4  Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa lapangan Golf  dan Pelaksanaan 

Perjanjian 

a. Pengertian Perjanjian Sewa Menyewa Lapangan Golf   

Sewa menyewa ialah suatu persetujuan dalam pihak yang satu 

menyanggupkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan kepada pihak yang 

lain agar pihak ini dapat menikmatinya buat suatu jangka waktu tertentu pula, 

uang muka mana pihak yang belakangan ini sanggup membayarnya.20 

Sewa menyewa ialah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kenikmatan dari 

suatu, selama suatu waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga yang oleh 

suatu pihak yang tersebut terakhir itu disanggupi pembayarannya.  

Sewa menyewa Lapangan Golf adalah suatu persetujuan dengan mana 

pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak yang 

lainnya kenikmatan suatu  pengelolahan lapangan golf, selama suatu waktu dan 

dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak tersebut belakangan itu 

disanggupi pembayarannya. (Pasal 1548 Kitab Undang Undang Hukum Perdata). 

Perjanjian sewa menyewa Lapangan Golf merupakan suatu perjanjian 

konsensuil yang artinya sudah sah apabila telah ada kesepakatan mengenai unsur 

pokoknya yaitu Lapangan Golf dan harga sewa. Perjanjian sewa menyewa 

bertujuan untuk memberikan hak kebendaan, tapi hanya memberikan hak 

perseorangan terhadap orang yang menyewakan Lapangan Golf untuk dinikmati 

dan bukan hak milik atas lapangan Golf. Penyewa Lapangan Golf memperoleh 

keuntungan dengan kenikmatan dari Lapangan Golf yang di sewa, dan pemilik 

                                                           
20

  Subekti. Kamus Hukum. (Jakarta : Pradnya Paramita. 2000). Hal 100. 
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Lapangan Golf akan memperoleh keuntungan dari harga sewa yang telah 

diberikan oleh pihak penyewa Lapangan Golf. 

b. Pelaksanaan Perjanjian 

 Itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum 

Perdata merupakan ukuran objektif untuk menilai pelaksanaan perjanjian, artinya 

pelaksanaan perjanjian harus berjalan di atas rel yang benar, yaitu harus 

mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. 

 Salah satu memperoleh hak milik ialah jual beli. Pembeli yang beritikad 

baik adalah orang yang jujur, bersih karena ia tidak mengetahui tentang adanya 

cacat yang melekat pada itu, hal ini merupakan itikad baik sebagai unsure 

subjektif. Pelaksanaan perjanjian ialah pemenuhan hak dan kewajiban yang telah 

diperjanjikan oleh pihak-pihak supaya perjanjian itu mencapai tujuannya. 

 Jadi perjanjian itu mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa. 

Perjanjian yang telah dibuat secara sah mengikat pihak-pihak, perjanjian tersebut 

tidak boleh diatur atau dibatalkan secara sepihak saja. 

 

2.1.5 Hak Dan Kewajiban Penyewa Lapangan Golf Beserta Hak Dan 

Kewajiban Yang Menyewakan Lapangan Golf   

Dalam perjanjian sewa menyewa Pengelolaan Lapangan Golf  terdapat hak 

dan kewajiban para pihak antara lain yaitu hak penyewa lapangan golf, adalah 

sebagai berikut : 

1) Menerima Lapangan golf yang disewakanya dari pihak yang menyewakan. 
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2) Memakai Lapangan golf yang disewanya tersebut dalam keadaan yang 

terpelihara untuk keperluan si penyewa. 

Sedangkan kewajiban pokok dari penyewa rumah yaitu : 

1. Memakai rumah yang disewa sebagai “Bapak rumah yang baik” sesuai 

dengan tujuan yang diberikan kepada itu menurut perjanjian sewa 

menyewa. 

2. Membayar harga sewa pada waktu-waktu yang telah ditentukan menurut 

perjanjian.21 

Kewajiban memakai sewaan sebagai “ bapak penyewa yang baik”, berarti 

kewajiban untuk memakai seakan-akan itu miliknya sendiri. 

Kewajiban kedua merupakan kewajiban utama yaitu pembayaran harga 

sewa, bentuk pembayarannya tidak diatur dalam Undang Undang. Pembayaran 

uang sewa ditempat kreditur, yaitu pihak yang menyewakan. Waktu pembayaran 

berlangsung selama waktu sewa berlangsung. 

Tanggung jawab penyewa lapangan golf meliputi juga perbuatan dan 

kesalahan seisi lapangan golf serta orang lain yang mengambil alih atau oper 

penyewa dari si penyewa lapangan golf. Pihak penyewa harus mengembalikan 

(sebagaimana keadaan lapangan golf) pada waktu diterima penyewa dari pihak 

yang menyewakan lapangan golf. 

Sedangkan Hak dari yang menyewakan Lapangan Golf adalah : 

1. Menerima pembayaran uang sewa pada waktu yang telah ditentukan. 

                                                           
21 Subekti, Op.Cit. Hal 54 
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2. Berhak menerima kembali Lapangan Golf  yang disewakan dari pihak 

penyewa sebagaimana keadaan lapangan golf pada waktu diserahkannya 

pada penyewa. 

Sedangkan yang menjadi kewajiban dari pihak yang menyewakan 

Lapangan Golf adalah : 

1. Menyerahkan lapangan golf yang disewakan kepada si penyewa 

2. Memelihara yang disewakan hingga dapat dipakai untuk keperluan yang 

dimaksudkan. 

3. Memberikan kepada si penyewa kenikmatan tentram dari yang disewakan 

selama berlangsungnya persewaan. 

Pihak yang menyewakan wajib menyerahkan Lapangan Golf yang 

disewakan dalam keadaan terpelihara (Pasal 1551 ayat (1) KUHPerdata). 

Kewajiban memberikan kenikmatan tentram kepada penyewa Lapangan Golf 

sebagai kewajiban pihak yang menyewakan untuk menanggulangi tuntutan-

tuntutan hukum dari pihak ketiga, jadi bukan gangguan fisik (Pasal 1556 

KUHPerdata). 

 

2.2 Kerangka Pemikiran 

Dalam hal kerangka pemikiran akan dikaitkan dengan judul isi skripsi ini 

yaitu Tinjauan Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Antara PT. 

Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan 

Lapangan Golf (Studi Kasus Lapangan Golf Bukit Barisan Country Club (BBCC) 

Tuntungan Medan), yaitu membahas bagaimana  perjanjian sewa menyewa 

Antara PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal 
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Pengelolaan Lapangan Golf, Prosedur perjanjian sewa menyewa Antara PT. 

Tuntungan Indah Lestari Raya Dengan Kodam I/BB Dalam Hal Pengelolaan 

Lapangan Golf dan bagaimana Penyelesaian sengketa  antara PT. Tuntungan 

Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf 

jika salah satu pihak wanprestasi. 

 

2.3 Hipotesis 

Hipotesis merupakan jawaban sementara atau dugaan yang dianggap 

benar, tetapi masih perlu dibuktikan. Tujuan ini dapat diterima apabila ada cukup 

data untuk membuktikanya. 

Dalam sistem berfikir yang teratur, maka hipotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyidikan suatu penulisan skripsi jika ingin mendapat suatu 

kebenaran yang hakiki. Hipotesis dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-

dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau 

kesalahanya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.22 Dalam 

hal ini penulis juga akan membuat hipotesis. Adapun hipotesis penulis dalam 

permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut: 

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama bahwa prosedur perjanjian sewa 

menyewa Antara PT. Tuntungan Indah Lestari Raya Dengan Kodam I/BB 

Dalam Hal Pengelolaan Lapangan Golf adalah dengan diadakannya 

perundingan terlebih dahulu antara pihak penyewa dengan pihak pemilik 

Lapangan Golf untuk membuat kesepakatan, Setelah kedua belah pihak 

sepakat. lalu dibuat suatu perjanjian atau persetujuan yang isinya 

                                                           
22

 Samsul Arifin, “Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum”, Medan Area 
Universiti Press, 2012, Hal. 38. 
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mengenai, ketentuan waktu dalam sewa menyewa, harga sewa, ketentuan 

dalam pembayar uang sewa, dan berakhirnya waktu sewa menyewa.  

2. Berdasarkan rumusan masalah kedua bahwa Penyelesaian sengketa  antara 

PT. Tuntungan Indahlestari Raya Dengan Kodam I/BB dalam Hal 

Pengelolaan Lapangan Golf jika salah satu pihak wanprestasi adalah 

dengan cara musyawarah (mediasi) namun apa bila tidak terjadi 

kesepakatan maka kedua belah pihak memilih penyelesaian hukum di 

panitera Pengadilan Negeri Medan. 
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